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Tinjauan Yuridis Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor
10 Tahun Pada Kantor Imigrasi Kelas 11 Non TPI Ponorogo
Pada tahun 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
telah mengeluarkan dan mengesahkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang diantaranya berbunyi pada
pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 2A sehingga berbunyi “Masa berlaku paspor biasa paling
lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan”. Penulis melakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas 11 Non
TPI Ponorogo dengan jenis penelitian normatif empiris dan metode pengambilan data dengan studi lapangan
dan studi pustaka terhadap Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Yang bertujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun.
Penerapan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun
Dilakukan Oleh Seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia, Hal Ini Merupakan Suatu Hal Yang Baru Yang
Mana Diperlukan Adaptasi Dalam Segala Aspek Seperti Sistem, SOP, SDM.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penerapan
Masa Berlaku Paspor 10 Tahun.
Dalam Penerpannya Menimbulkan Dampak Dalam Berbagai Sektor, Tetapi Yang Paling Terlihat
Berdampak Pada Peningkatan Kemananan Serta Pengawasan Dalam Proses Penerbitan Paspor, Dan
Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
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